
     KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
     NOMOR 13/KM.1/2007 
 
      TENTANG  
 
   PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
         NOMOR 617/KMK.01/2006 TENTANG PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE SURAT  
    DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN TINGKAT PUSAT 
 
    MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
Berhubung dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KM.1/2007 tanggal 8 Januari 2007 
tentang Perubahan  
Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KMK.01/2006 tentang Penomoran dan 
Pemberian Kode  
Surat Di Lingkungan Departemen Keuangan Tingkat Pusat terdapat kekeliruan atau kesalahan tulis 
pada  
Lampiran II, maka perlu diralat sebagai berikut : 
 
No.*     Tertulis                                Seharusnya 
 
4.     Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan          Subbagian Kelembagaan 
159.     Seksi Potensi Sektor Perdagangan dan Jasa          Seksi Potensi Sektor 
Perdagangan 
160.     Seksi Potensi Sektor Properti                   Seksi Potensi Sektor Jasa 
167.     Seksi Kepatuhan Wajib Pajak                   Seksi Kepatuhan VValib 
     Sektor Perdagangan dan Jasa                   Pajak Sektor Perdagangan 
168.     Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Properti         Seksi Kepatuhan Wajib Pajak 
Sektor Jasa 
170.     .../PJ.083/...                            .../PJ.084/... 
171.     .../PJ.0831/...                            .../PJ.0841/... 
172.     .../PJ.0832/...                            .../PJ.0842/... 
173.     .../PJ.0833/...                            .../PJ.0843/... 
174.     .../PJ.0834/...                            .../PJ.0844/... 
208.     Seksi Pemutakhiran Data Elektronik              Seksi Pertukaran Data Elektronik 
236.     Seksi Pengembangan Kapasitas               Seksi Pengembangan Kapasitas 
Pegawai 
240.     Subdirektorat Analisa dan                   Subdirektorat Analisis dan 
     Evaluasi Sistem Informasi                   Evaluasi Sistem Informasi 
 
*)     Nomor urut pada lampiranDengan ralat ini, maka kekeliruan atau kesalahan tulis pada 
Lampiran II  
 Keputusan Menteri Keuangan tersebut telah dibetulkan. 
 
Salinan Ralat Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 
 
1.     Menteri Keuangan; 
2.     Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala/Ketua 
Badan di  
 lingkungan Departemen Keuangan; 
3.     Para Staf Ahli Menteri Keuangan; 
4.     Para Kepala Biro, para Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan, para 
Inspektur, para  
 Direktur, para Kepala Pusat, dan Sekretaris Pengadilan Pajak di lingkungan Departemen 
Keuangan. 
 
 
 
Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 20 Maret 2007 
a.n. Menteri Keuangan 



Sekretaris Jenderal, 
 
ttd, 
 
Mulia P. Nasution 
NIP 060046519 
 


